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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Nomor 20 Tahun2003) ini, diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan sistem
pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga negara,
orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
bahasa pengantar; dan wajib belajar. Artinya UU ini diatur mengenai dasar, fungsi, dan tujuan
sistem pendidikan nasional; prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban warga
negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; peserta didik; jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan; bahasa pengantar; dan wajib belajar. Selain itu diatur juga mengenai standar
nasional pendidikan; kurikulum; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana
pendidikan; pendanaan pendidikan; pengelolaan pendidikan; peran serta masyarakat dalam
pendidikan; evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; pendirian satuan pendidikan;
penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain; pengawasan; dan ketentuan pidana
sebagai upaya penegakan hukum terhadap objek penelitian tesis.
A. Pengertian Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1. Pengertian Tenaga Pendidik
Pengertian Pendidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga
kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan

tugas pendidik berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 20 Tahun
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2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesioanal
yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Secara sederhanan
pengertian pendidik adalah orang yang memberikan ilmupengetahuan kepada anak didik, sedangkan
dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, tidak
mesti di lembaga pendidikan formal,tetapi bisa juga di mesjid, di surau/musala, di rumah, dan
sebagainya.

Esensi dari pada tenaga pendidik atau guru adalah orang yang bekerja untuk
menyampaikan suatu ilmu kepada orang lain baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu
tentang suatu ketrampilan. Dalam ilmu pendidikan, pendidik adalah tokoh masyarakat
dan mereka yang mengfungsikan dirinya untuk mendidik. Pada dasarnya : Pendidik itu
adalah guru atau pengajar dan kependidikan itu adalah semua orang termasuk : TU,
satpam sekolah, penjaga kebersihan sekolah dan anggota masyarakat yang bekerja,
membantu, memperjuangkan sekolah atau pendidikan.

Menurut Dri Atmaka pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab
untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan
spiritual. Dibagian lain Tilaar, Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang
bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik.

Berdasarkan Undang-undang RI angka 20 Tahun 2003, energi Pendidik
merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor,
pamong belajar, widyaiswara, tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yg sinkron
menggunakan kekhususannya, dan berpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik adalah energi profesional yg bertugas merencanakan serta melaksanakan
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proses pembelajaran, menilai dampak pembelajaran, melakukan pembimbingan serta

pembinaan, dan melakukan penelitian serta pengabdian di rakyat terutama bagi

pendidik di perguruan tinggi.

Mengingat kiprah yang diembannya, pendidik berkewajiaban menghasilkan
suasana pendidikan yg bermakna, menyenangkan, kreatif, bergerak maju, dan dialogis.
la mempunyai komitmen secara profesional buat menaikkan mutu pendidikan,
memberi teladan dan menjaga nama baik forum, profesi, dan kedudukan sesuai
memakai agama yang diberikan kepadanya. Pendidik mempunyai dua arti, yaitu arti
yg luas dan arti yg sempit. di arti luas, seorang pendidik adalah seluruh orang yg
berkewajiban membina siswa. pada arti sempit, pendidik adala orang yg menggunakan
sengaja dipersiapkan sebagai pengajar atau dosen. guru serta dosen artinya jabatan
profesional, sebab mereka mendapatkan tujangan prefoseional. Berdasarkan Undang-
undang RI angka 20 Tahun 2003, energi Pendidik merupakan tenaga kependidikan
yang berkualifikasi menjadi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,
tutor, pelatih, fasilitator serta sebutan lain yg sinkron menggunakan kekhususannya,
dan Dberpartisipasi pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah energi
profesional yg bertugas merencanakan serta melaksanakan proses pembelajaran,
menilai dampak pembelajaran, melakukan pembimbingan serta pembinaan, dan

melakukan penelitian serta_pengabdian di rakyat terutama bagi pendidik di perguruan

tinggi. Mengingat kiprah yang diembannya, pendidik berkewajiaban menghasilkan
suasana pendidikan yg bermakna, menyenangkan, kreatif, bergerak maju, dan dialogis.
la mempunyai komitmen secara profesional buat menaikkan mutu pendidikan,
memberi teladan dan menjaga nama baik forum, profesi, dan kedudukan sesuai

memakai agama yang diberikan kepadanya. Pendidik mempunyai dua arti, yaitu arti
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yg luas dan arti yg sempit. di arti luas, seorang pendidik adalah seluruh orang yg
berkewajiban membina siswa. pada arti sempit, pendidik adala orang yg menggunakan
sengaja dipersiapkan sebagai pengajar atau dosen. guru serta dosen artinya jabatan
profesional, sebab mereka mendapatkan tujangan prefoseional.

Ada sejumlah hal yang perlu Anda cermati untuk meningkatkan profesionalisme
tenaga pendidik.

1. Senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari.

2. Melakukan observasi kegiatan manajemen pendidikan secara terencana.

3. Membaca berbagai hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau pross-proses
pembelajaran yang sedang dilaksanakan.

4. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian pendidikan orang lain.

5. Berfikir untuk kelangsungan dan aplikasi pendidikan di masa mendatang.

6. Merumuskan ide-ide yang dapat diujicobakan.

Dalam upaya pembinaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, perlu
pula dilakukan melalui pengembangkan konsep kesejawatan yang harmonis dan
objektif. Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dengan sebuah wadah organisasi
(kelembagaan) para pendidik, dengan bentuk dan mekanisme kegiatan yang jelas, serta
standar profesi yang dapat diterapkan secara praktis.

. Pengertian Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara
langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. membimbing, mengajar, dan/atau
melatih peserta didik. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu sumber
daya manusia merupakan tenaga yang memegang peran penting dan strategis terutama

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidik dan tenaga
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kependidikan kesehariannya secara langsung berinteraksi dengan peserta didik. Pada
dasarnya : Pendidik itu adalah guru atau pengajar dan kependidikan itu adalah semua
orang termasuk : TU, satpam sekolah, penjaga kebersihan sekolah dan anggota
masyarakat yang bekerja, membantu, memperjuangkan sekolah / pendidikan.
Sedangkan pengertian tenaga kependidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah
anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tugas tenaga kependidikan diatur dalam
ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan. Mengenai hak dan kewajiban, serta syarat-sayarat pendidik dan tenaga
kependidikan juga diatur dalam ketentuan Pasal 40 — Pasal 44 Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Kedudukan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dalam Proses Pendidikan’

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu sumber daya yang sangat
penting dalam dunia pendidikan. Di dalam dunia pendidikan sumber daya manusia dikenal
dengan istilah tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam
proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak
bangsa melalui pengembagan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari
dimensi pembelajaran, peranan pendidik (guru, dosen, pamong pelajar, instruktur, tutor,

widyaiswara) dalam masyarakat indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang dapat

" https://www.rodadunia.com/pendidik
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dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat cepat. Fungsi mereka tidak
dapat dihilangkan sebagai pendidik dan pengajar bagi peserta didik karena ada dimensi-
dimensi proses pendidikan atau lebih khusus lagi proses pembelajaran. Begitu pun dengan
tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi)
mereka bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuaan pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20
Tahun 2003, Bab XI pasal 39 ayat : 1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan
administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2) Pendidik merupakan tenaga
profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai
hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.

Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan
pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen. 4) Ketentuan
mengenai guru pada ayat diatur dengan undang-undang sendiri. Sebagai seorang pendidik
harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat
jasmani dan sehat rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan pendidikan nasional.
Kualifikasi akademik yang dimaksud ialah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi
oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang
relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai berikut :
“Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta

pendidikan anak usia dini meliputi : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
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kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA,
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB,SMK/MAK, satuan pendidikan
Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga
kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga
administrasi, tenaga keperpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok
belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.”

Tenaga kependidikan juga dapat diartikan sebagai orang yang berperan serta dalam
proses pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan untuk menciptakan sosok manusia
yang berpendidikan. Tenaga kependidikan merupakan orang yang membimbing, menguji,
mengajar melatih peserta didik, menjadi tenaga fungsional kependidikan yang memiliki,
mengawasi, meneliti dan mengembangkan perencanaan-perencanaan di bidang pendidikan.
“Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi pengelola satuan pendidikan,
penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi
sumber belajar. Pendidik adalah 5 Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan
Nasional) Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI pasal 39 ayat (1) dan (2), 30 6 http://bsnp-
indonesia.org/id/?page_id=107/ 12 tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
sesuai dengan kekhususannya, serta berpatisipasi, dalam penyelenggaraan pendidikan.”

Dengan demikian, “Guru merupakan tenaga kependidikan yang tergolong sebagai
pendidik. Secara yuridis guru di sekolah dasar merupakan guru kelas. Selain guru kelas, di
sekolah dasar juga terdapat guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Dalam
kondisi normal, jumlah pegawai di sekolah dasar konvesional terdiri atas yaitu enam guru,

dua orang guru mata pelajaran (Pendidikan Agama dan Jasmani dan Kesehatan), satu orang
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Kepala Sekolah, dan satu orang pesuruh), walaupun akhir-akhir ini telah bermunculan
sekolah dasar swasta yang dikelola secara profesional yang memiliki tenaga kependidikan
dalam jumlah yang banyak sekali.”8 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia “Tenaga artinya
orang yang bekerja/pekerja”, “Pendidik adalah guru atau orang yang berpendidikan”,
sedangkan guru adalah orang yang mengajari orang lain baik di sekolah atau bukan tentang
suatu ilmu pengetahuan atau tentang suatu ketrampilan,9 maksudnya yaitu bahwa tenaga
pendidik atau guru adalah orang yang bekerja untuk menyampaikan suatu ilmu kepada orang
lain baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu tentang suatu ketrampilan.

Dalam ilmu pendidikan, pendidik adalah tokoh masyarakat dan mereka yang
mengfungsikan dirinya untuk mendidik. Siapa saja dapat menjadi pendidik dan melakukan
upaya untuk mendidik secara formal ataupun nonformal. Para pendidik dikenal dengan
sebutan guru atau ustadz/ah pada sekolah agama. 2. Tugas Dan Fungsi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39
ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 7 Drs. Suparlan,
M. Ed. Guru sebagai Profesi, (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2006), cet. 1, 72-73. 8
Ibrahim Bafadal, Penigkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka
Manajeman Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Jakarta: Bumu Aksara, 2008), cet. 4,18. 9
JS Badudu, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994),
1473. 13 pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Secara khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik (guru dan dosen) didasarkan pada
Undang-Undang No 14 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan

mutu pendidikan nasional, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta
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pengabdi kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 171 Pendidik
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Guru sebagai pendidik profesional
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. b. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada jenjang
pendidikan tinggi c. Konselor sebagai pendidik professional memberikan pelayanan
konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi d. Pamong belajar sebagai pendidik
professional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan
pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal. e. Widyaiswara sebagai
pendidik professional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program
pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah f. Tutor sebagai pendidik professional memberikan
bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau
pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal. Instruktur
sebagai pendidik professional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus
dan/atau pelatihan h. Fasilitator sebagai pendidik professional melatih dan menilai pada
lembaga pendidikan dan pelatihan i. Pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik

profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada
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kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan

nonformal.

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik dan tenaga pendidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mempunyai hak dan kewajiban.

1. Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal
40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.

2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

3. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.

4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan
intelektual.

5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Selanjutnya yang menjadi kewajiban
pendidik dan tenaga kependidikan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah:

1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis,
dan dialogis.

2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
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3) Memberi teledan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai
dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

3. Hal Lainnya Berkenaan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hal lainnya yang diatur mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana
disebutkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1) Pendidik dan tenaga pendidik dapat bekerja secara lintas daerah.

2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur
oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan
formal. Untuk itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan
pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu (Pasal 41 UU No0.20/2003).

Jadi, dengan memperhatikan dua hal tersebut di atas, maka pemerintah dan
pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga
kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu.

4. Syarat Menjadi Pendidik

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

1) Memiliki Secara garis besar syarat pendidik juga diatur dalam ketentuan Pasal 42
Undang-kualifikasi minimum dan bersertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan
mengajar.

2) Sehat jasmani dan rohani.

3) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
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Penyelenggara pendidikan termasuk pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
untuk membina dan mengembangkan tenaga kependidikan yang diselenggarakannya,
sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembinaan yang dilakukan tentunya
tidak terlepas dari hak yang harus diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebagai sumber pengetahuan terhadap

keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan.

D. Landasan Teori dan Kerangka Pikir
1. Teori Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh
Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan
tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih
eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat yang dikembangkan
oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel
Kant.

Paham rechtsstaats pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa
Kontinental. Ide tentang rechtsstaats mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari
situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.® Paham rechtsstaats
dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant (1724-

1804) dan Friedrich Julius Stahl.® Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah

8 padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, him 30.
° Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, him 57.
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Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul Introduction to
Study of The Law of The Constitution.

Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common
law system Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya
Methaphysiche Ansfangsgrunde der Rechtslehre, mengemukakan mengenai konsep negara
hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit,
yang menempatkan fungsi recht pada staat , hanya sebagai alat perlindungan hak-hak
individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara
ketertiban dan keamanan masyarakat.

Friedrich Julius dalam karyanya Staat and Rechtslehre 1I, mengkalimatkan
pengertian negara hukum, sebagai berikut : Negara harus menjadi negara hukum, itulah
semboyan dan sebenarnya juga daya pendotrong perkembangan zaman baru.

Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batasbatas
kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara
harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara
langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian
negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum
saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara
hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara
dan untuk mewujudkannya.”*0
Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur rechtsstaats dalam

arti klasik, yaitu:!?

10 Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi
Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, him 24.
11 Miriam Budiardjo, op.cit, hal. 58.



31

1) Perlindungan hak-hak asasi manusia.

2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-
negara Eropa Kontinental biasanya disebut trias politica).

3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur).

4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (rule of law)
yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum
Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur rule of law sebagai berikut:

1) Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law), yaitu tidak adanya
kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power).

2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil
ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.

3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-

Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX
di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri negara
hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah
“er is recht tegenover den staat”, artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap
negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi:

a) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada asasnya terletak di luar
wewenang negara.
b) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-

undang, dengan peraturan umum.
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Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “er is scheiding van
machten”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch
misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:*?

(1)Hak-hak asasi manusia.

(2)Pembagian kekuasaan.

(3)Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan
peradilan pada undang-undang dan hukum.

(4)Aturan dasar tentang peroporsionalitas (Verhaltnismassingkeit).

(5)Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapanpenetapan)
kekuasaan umum.

(6)Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.

(7)Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Bukunya Introduction to Study of The Law of The Constitution, Albert Venn
Dicey mengetengahkan tiga arti (three meaning) dari the rule of law: pertama, supremasi
absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power
dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogratif atau discretionary authority yang luas
dari pemerintah; kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari
semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court;
hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun
warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan
administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa

hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu

2. A, Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran Pemerintahan
Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita |
— Pelita 1V, Disertasi, Fakultas Pascasarjana,Ul, 1990, hal. 312.
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yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat
melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi
crown dan pejabat-pejabatnya.

Syarat-syarat dasar rechtsstaat yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya
tentang lde Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah:

1) Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan
Perundang-undangan (wetterlike-grondslag). Dengan landasan ini Undang-undang
formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak
pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian
penting negara hukum.

2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara
tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.

3) Hak-hak dasar (grondrechten), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan
hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang.

4) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas
untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (rechtmatigeidstoetsing).
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai

sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas
hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Undang-Undang
Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia
adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan
warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah
merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut

dengan hukum dasar tertulis.
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Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan

mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Negara Indonesia sebagai negara

hukum dapat diketahui dalam:

a.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara
hukum.

Pembukaan dicantumkan kata-kata: Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
itu dengan dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (yang sudah dihapus) disebutkan dalam
Sistem Pemerintahan Negara, yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia
ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (machtstaat).

Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-kata “memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya”.

Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5), disebutkan bahwa “Untuk
penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan
dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sistem hukum yang bersifat nasional.

Hukum dasar yang tertulis (konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi).
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i. Tap MPR No.llI/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan.
j. Adanya peradilan bebas. Penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara
hukum telah dikembangkan konsep checks and balances, seperti adanya Peradilan
Tata Usaha Negara. Hal lain sebagaimana dalam konsiderans Tap MPR
No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, huruf a, yaitu “pelaksanaan penyelenggaraan
negara oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan eksekutif. Selain itu juga
telah dikembangkan lembaga-lembaga ekstra struktural baik yang dibentuk
berdasarkan undang-undang maupun dengan keputusan (Peraturan) Presiden
tentang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan,
seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi
Ombudsman dan sebagainya.
2. Teori Perlindungan Hukum
Dimaknai dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna
untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa
bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya
sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian
terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat
yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun

pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup



36

masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau
pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.3

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,
yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,
kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai
perlindungan hukum sebagai berikut :

1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi
kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman
sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.

3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam
pergaulan hidup antara sesama manusia.

4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua
kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan
kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang
diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan

kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi

13 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991), him.595
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si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi

pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria
maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah
memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan
hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam
wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan
yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh
Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak
tertulis yang biasanya beersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat
negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna,
demi tata dan damai dalam masyrakat.'®

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur
laku manusia dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari
delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum
dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai,
hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin

hukum.

14 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika,2009, him 10
15 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area University Press,2012,Hal 5-6
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Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang
pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu
memuat peraturan tingkah laku manusia.®

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang
memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan
Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara
umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu
bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga
mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih
lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlidungan oleh hukum
atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya
yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang
bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup
sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.'’

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria
maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah
memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan
hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam
wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan

yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

18 Ibid. Syamsul Arifin
17 http:/ftesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/ di akses pada tanggal 10 April 2024
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Hakikat perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,
perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat
diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi,
pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek
hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat
represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang
memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian,
kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk
mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindunganhukum diantaranya :
1) . Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan
tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum.

2). Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum
adalahperlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan.

3). Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

4).  Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
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Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap
hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat
atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di 69 sebut dengan sarana perlindungan
hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami,
sebagai berikut : a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum
preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau
pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat
besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat
hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum
ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. b. Sarana Perlindungan
Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan
hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 2.2 Tinjauan tentang Tenaga
Pendidik Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan
dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama
bagi pendidik pada perguruan tinggi. (UU No.20 THN 2003, PSL 39 (2)): Tenaga
Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan
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kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. (UU No. 20
tahun 2003 pasal 1 (BAB 1 Ketentuan umum). Adapun tugas pendidik terdiri dari: a.
tenaga profesional b. merencanakan pembelajaran. c. melaksanakan pembelajaran. d.
menilai hasil pembelajaran. e. membimbing f. melatih g. meniliti h. mengabdi kepada
masyarakat. Pendidik diantaranya ada: a. guru b. dosen c. tutor d. instruktur e. Pamong
belajar f. konselor g. widyaiswara h. fasilitator i. Penguiji.
. Teori Negara Kesejahteraan

Terkait dengan pemahaman (Welfare State), Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan
“Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat
dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan
golongan tertentu tapih seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)
tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori
tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai
berikut:

1) Sebagai kondisi sejahtera (well-being), kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai
kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera
terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar
akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi
serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risikorisiko utama yang
mengancam kehidupannya;

2) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial
(social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan

sosial personal (personal social services);
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3) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang
miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin,
cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif
pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan
lain sebagainya;

4) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh
perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan
pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan
sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang negara kesejahteraan (Welfare State) tidak dapat dilepaskan
dari empat definisi kesejahteraan di atas. negara kesejahteraan sangat erat kaitannya
dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak Negara mencakup strategi dan
upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui
perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk
bantuan sosial dan asuransi sosial) maupun jaring pengaman sosial (social safety net).®

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum
modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum
kesejahteraan adalah:

“Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau

ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan

keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat”.1°

18 Muhammad Yusuf Aldimassarif, Suara.com, Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan
Covid-19,https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-diindonesia-dalam-
penanganan-covid-19?page=all,

19 Bagir Manan, , Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH
UNLA, Bandar Lampung, 1996, him 9.
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Negara hukum kesejahteraan menurut Bagir Manan terebut menempatkan negara
atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi
memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum
bagi rakyatnya.

Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah, Negara bertujuan
mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa
pelayanan yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan
masyarakat. Sehubungan dengan ciri- ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul
dalam negara kesejahteraan, yakni Pertama campur tangan pemerintah terhadap aspek
kehidupan masyarakat sangat luas dan Kedua dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sering
digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini
dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang melakukan bukan kesejahteraan
menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya free
fight liberalism, yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja”.?°

Menurut Mac Iver, negara tidak dipandang lagi sebagai alat kekuasaan
(instrument of power) semata, tetapi lebih dari itu, dipandang sebagai alat pelayanan (an
agency of services). Paham yang pragmatis ini, kemudian melahirkan konsepsi negara
kesejahteraan (welfare state) atau negara hukum modern atau negara hukum material, yang
menurutnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:?

1) Dalam negara hukum kesejahteraan, yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak

asasi sosial ekonomi rakyat;

Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992, him.4-5.
21 Mac Iver, The Modern State, Oxford University Press, London, 1950, him.4.
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2) Pertimbangan- pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan daripada
pembagian kekuasaan yang berorientasi politis, sehingga peran eksekutif lebih
besar daripada peran legislatif;

3) Hak milik tidak bersifat mutlak;

4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga turut serta
dalam usaha-usaha sosial dan ekonomi;

5) Kaidah- kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan
membebankan kewajiban tertentu kepada warga negara;

6) Peran hukum publik condong mendesak hukum privat, sebagai konsekuensi
semakin luasnya peran negara;

7) Lebih bersifat negara hukum material yang mengutamakan keadilan sosial yang
material pula.

Dalam teori ini dapat di jelaskan dalam teori yang sudah di kemukakan di atas,
bahwa peran negara telah ditempatkan pada posisi yang kuat dan lebih besar dalam
menciptakan kesejahteraan umum (public welfare) dan keadilan sosial (social justice).

. Teori Keadilan
Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah

tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung
arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan
pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang
satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan
suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala

keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap
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skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban
umum dari masyarakat tersebut.??

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-
nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.Adapun keadilan tersebut didasari dan
dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia
dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat,
bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus
diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, Yyaitu
mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan
seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam
pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan
ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan
suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam
hidup bersama (keadilan sosial).?*

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan
pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan
terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.
Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers
menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga

keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam

22 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana,
Jakarta, 2014, him. 85.

28 Ibid, him. 86

24 1bid, him. 87.



46

bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan
antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional.
Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam
kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang
sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada
setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.?

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan
keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam
hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain
yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan
pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau
hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi
dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut
Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:26

1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku
kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting
dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua
kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang
sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari

para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

25 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima,
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, him. 241.
% Ibid, him. 242
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3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau
seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang
yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan
korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat
umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus
menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut.
Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa
tentang apa yang pantas”.

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John
Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi
dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:?’

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari
anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu
posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga
tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of
ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang
tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam
keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut
“adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya,

melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

2 1bid, him. 246-247.
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3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-
besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:?®

(a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak
mencalonkan diri dalam pemilihan);

(b)Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);

(c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);

(d)Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

(e)Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri
dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip
persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of
opportunity). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis
harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang
paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip
perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk
mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang
istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk
pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek
kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan
menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga
kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan
otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang

diuntungkan.

ZDamanhuriFattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589 , Diakses terakhir tanggal 10 April
2024.
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